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TIGA ANALISIS KEGAGALAN SISTEMIK  

1

KEGAGALAN 
KONSEPTUAL

● Kebutuhan perkim masih 
berlandaskan hitungan 
backlog, 

● Kebutuhan hunian sewa 
lebih cepat tumbuh

● Kebutuhan perkim 
cenderung kepada 
kelompok yang sulit 
terjangkau program 
pemerintah.

2

KEGAGALAN 
KELEMBAGAAN

● Urusan perkim tersebar 
di 9 K/L secara sektoral, 

● Tidak ada mekanisme 
formal untuk 
mengoordinasikan 
peran

3

KEGAGALAN 
IMPLEMENTASI 
DAERAH

● Pelimpahan implementasi 
daerah tidak dibarengi 
dengan penguatan 
kapasitas 

● Kurangnya data 
terverifikasi, serta sistem 
informasi optimal.
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KEGAGALAN KONSEPTUAL
Tiga Analisis Kegagalan Sistematik

Alokasi APBN didominasi rumah milik (83%), padahal 
kebutuhan masyarakat terbesar justru pada hunian 
sewa (62%) dan rumah sosial (10%).

Kajian 
Kemenkeu dan 
Caritra, 2023

1. Perkim diperlakukan 
sebagai kebijakan 
infrastruktur & mekanisme 
pasar, bukan kebijakan 
sosial. 

2. Pengukuran masih 
bertumpu pada backlog, 
bukan housing deficit 
(kuantitatif, kualitatif, 
aksesibilitas).

3. Belum tepat sasaran 
dengan kebutuhan 
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KEGAGALAN KELEMBAGAAN
Tiga Analisis Kegagalan Sistematik

Tanpa RP3KP Nasional 
sebagai dokumen pengikat, 
kebijakan berkembang 
(policy layering) tanpa 
evaluasi memadai.

PKP

Penyediaan 
hunian

PU

Infrastruktur 
kawasan

ATR/BPN

Pertanahan & 
sertifikasi

Kemendagri

SPM & 
pengawasan 
Pemda

Bappenas

Perencanaan & 
target nasional

BNPB

Hunian pasca 
bencana

Kemenkeu / BP 
Tapera
Pembiayaan 
(FLPP, Tapera, 
SMF)

BPJS 
Ketenagakerjaan
Jaminan 
perumahan 
pekerja

BUMN 
(Perumnas, PP, BTN)

Pelaksana bangun 
& biaya

Penyelenggaraan Perkim 
tersebar di 9 K/L, dengan 
program, anggaran, dan sistem 
data yang berjalan 
sendiri-sendiri. 
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KEGAGALAN IMPLEMENTASI DI DAERAH
Tiga Analisis Kegagalan Sistematik

1. SDM belum memadai (belum memiliki 
perencana Perkim yang tersertifikasi)

2. Perencanaan berjalan tanpa data defisit 
perumahan yang akurat dan terverifikasi.

3. Sistem informasi belum optimal → tiap 
daerah memakai definisi & metodologi 
berbeda

FORUM PKP

OPD

POKJA

K/L

Studi Kasus: Rumah untuk Warga Baru Asli 
Timor Timur (WBATT) 

Studi Kasus: Pembangunan Hijau di Dusun 
Serut, Bantu 

Riset lapangan Paramita (2026) di tujuh daerah (Palembang, Surakarta, Malang, 
Pekalongan, Sleman, Jawa Barat, dan Pontianak) 
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KELOMPOK MASYARAKAT TERDAMPAK  
LANGSUNG

Pekerja 
Informal

Kelas 
Menengah

Lansia
Penanganan Kumuh & 
Rawan Bencana

87,74 juta pekerja informal 
belum memiliki akses 
terhadap KPR formal

47,85 juta masyarakat kelas 
menengah belum terjangkau 
program subsidi tetapi juga 
sulit membeli rumah

Ada 75,15 juta lansia pada 
2050 belum terfasilitasi 
hunian layak dan aksesibel

Penanganan kumuh dan 
rawan bencana masih 
berjalan secara terpisah

perkim.id



Penduduk Lansia 
Belum diantisipasi kebutuhan 

hunian yang layak

AKIBAT KETIADAAN GRAND DESIGN

Indikator Data/Fakta Utama Sumber Implikasi Kebijakan

Defisit Perumahan 
Nasional

9,9 juta unit (2025) BPS, 2025 Intervensi sektoral belum mampu menahan laju 
peningkatan defisit

Anggaran Perkim vs 
Anggaran Lain

0,7% APBN 2025 (Rp19,8 T), dibanding pendidikan 10,6% dan 
kesehatan 4,6%

APBN 2025 (Kemenkeu); Analisis 
Perkim.id, 2025

Alokasi anggaran belum mencerminkan prioritas 
kebutuhan dasar perumahan

Pekerja Informal 
(Non-KPR)

59,42% angkatan kerja (±57,4 juta orang) BPS, 2025 Mayoritas penduduk tidak bisa mengakses KPR 
formal—program utama Perkim

Proyeksi Penduduk Lansia 
2045

22,53% dari total populasi (±75,15 juta jiwa) pada 2050 BPS, Proyeksi Penduduk 
2020–2050

Kebutuhan hunian lansia meningkat, namun belum 
diantisipasi dalam kebijakan nasional

Status RP3KP Provinsi Dari 38 provinsi: 6 belum menyusun, 10 masih dalam proses, dan 
hanya 13 provinsi (34%) yang sudah sampai tahap legislasi

Kementerian PKP, 2025 Sebagian besar provinsi belum memiliki RP3KP yang 
berlaku secara hukum, sehingga belum memiliki acuan 
perencanaan Perkim di tingkat provinsi

Status RP3KP 
Kabupaten/Kota

Dari ±507 kabupaten/kota: 21% (106) belum menyusun; 29% (147) 
masih proses penyusunan; 51% (251) sudah menyusun dokumen. 
Namun hanya 8% (39 kab/kota) yang benar-benar tuntas hingga tahap 
legislasi

Kementerian PKP, 2025 Perencanaan daerah berjalan tanpa arah kebijakan 
nasional (grand design) yang terpadu. Mayoritas RP3KP 
belum berfungsi sebagai instrumen perencanaan 
operasional

Permukiman Kumuh Total kawasan kumuh nasional ±70.352 Ha: pusat kota 39.049 Ha, 
provinsi 12.230 Ha, kab/kota 19.072 Ha. Mayoritas termasuk kategori 
kumuh ringan (61.150 Ha), namun 246 Ha dalam kondisi berat

Renstra Direktorat Jenderal 
Kawasan Permukiman, 
Kementerian PKP, 2025–2029

Penanganan masih bersifat parsial dan belum berbasis 
sistem terpadu

Rawan Bencana 165 dari 514 kabupaten/kota (±33%) berada pada indeks risiko 
bencana tinggi

BNPB, 2025 Standar hunian aman bencana belum menjadi ketentuan 
nasional

Defisit Perumahan Nasional 
Terdata 9,9 juta unit pada 2025

Perkim sebagai Kebutuhan Dasar Belum 
menjadi Prioritas

Alokasi Perkim 0,7% APBN, dibanding pendidikan 10,6% 
dan kesehatan 4,6%

Pekerja Informal 
Tidak bisa 

mengakses KPR 

Tidak ada acuan linkage kawasan strategis lintas 
sektor  (kab/kota - provinsi - nasional)

Hanya 39 kab/kota yang tuntas s.d tahap legislasi, dan 
belum difungsikan secara operasional

Penanganan 
Kumuh masih 

Parsial 
Total nasional 

+70.352 Ha dan 
246 Ha dalam 
kondisi berat

Hunian Aman Bencana 
Belum menjadi Standar

33% kab/kota terindeks 
risiko tinggi
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TIGA MOMENTUM RP3KP NASIONAL  

1

MOMENTUM 
KELEMBAGAAN

Kementerian PKP telah berdiri 

melalui Perpres No. 191 Tahun 

2024, dengan mandat yang 

lebih fokus pada perumahan 

dan kawasan permukiman.

2

MOMENTUM 
PERENCANAAN

RPJMN 2025–2029 

menargetkan 3 Juta Rumah, 

tapi APBN hanya mampu 

membiayai ±9%-nya. 91% 

membutuhkan  instrumen 

operasional yang jelas.

3

MOMENTUM 
DEMOGRAFI

Urbanisasi naik 60,7% → 

72,9% (2045); lansia 

diproyeksikan ±75,15 juta jiwa 

pada 2050. Tekanan kebutuhan 

hunian tidak bisa ditunda.
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Zia Hawari Hudaya, S.T.Dr. Ir. Oswar M. Mungkasa, MURP Oktavia Asril, S.T., M.T.

Kepala Bidang Perumahan 
Rakyat

Dinas Perumahan Rakyat & 
Kawasan Permukiman Kab. Kendal

(2022 - sekarang)

Kasubdit Keterpaduan, Kemitraan 
& Kelembagaan Kawasan Perkim 

KemenPKP
(2024 - sekarang)

Aktif menjadi narasumber dan 
pembicara ahli dalam forum koordinasi 
antardaerah, seperti 
●Sharing Session Penanganan RTLH,

<

●Mitra kolaborasi strategis bersama 
Balai Pelaksana Penyedia Perumahan 
(BP2P) Jawa III Kementerian PUPR

Perencana Ahli Utama
Bappenas

(April 2021 - sekarang)

●Perencana Ahli Madya Kementerian 
PPN/Bappenas (2019 - 2021)

●Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang 
Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 
(2015 -2019)

●Direktur Tata Ruang dan Pertanahan 
Bappenas (2013 - 2015)

●Kepala Biro Perencanaan dan 
Anggaran Kementerian Perumahan 
rakyat (2010 - 2012)

PROFIL PEMBICARA

●JF Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya/Katim 
Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Ditjen Perumahan 
KemenPUPR (2021 - 2024)

●Kasi Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Penyediaan 
Perumahan KemenPUPR (2015 - 2020)

●Kasubbid Kawasan Perkotaan Deputi Bidang 
Kawasan Kemenpera (2012 - 2015)

●Kasubbid Pemantauan dan Evaluasi Deputi Bidang 
Kawasa Kemenpera (2011 - 2012)

●Kasubbid Wilayah Provinsi Deputi Bidang Kawasan 
Kemenpera (2008 - 2011)

●Kasubbid Kebijakan Nasional Deputi Bidang 
Kawasan Kemenpera (2005 - 2008) perkim.id
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STUDI KASUS : KABUPATEN KENDAL

Kabupaten Kendal memiliki pusat industri utama 
Kawasan Industri Kendal (KIK) yang juga 
ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK).

Hingga Januari 2023, KIK telah menyerap 25.000 
tenaga kerja dengan pengembangan area seluas 
2200 ha.

● Masuk dalam wilayah metropolitan 
Kedungsepur (Kendal, Demak, 
Ungaran, Salatiga, Semarang, 
Purwodadi)

● Jumlah penduduk 1,06 - 1,09 juta 
jiwa dengan dominasi usia produktif 
(15 - 64 tahun) ~76,45% 
dengan pengangguran terbuka 
4,6% dan terus menurun (5 tahun 
terakhir) - BPS, 2022 - 2026

● Industri manufaktur menyumbang 
kontribusi terbesar dalam ekonomi 
yakni 42,03% melampaui  pertanian 
(17,27%),  dan perdagangan (12,04%) 
- BPS, 2026
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Peningkatan kebutuhan fasilitas 
dapat dipertimbangkan dengan 
penyediaan secara komunal. 

STUDI KASUS : KABUPATEN KENDAL
Isu Kebutuhan Hunian:

Migrasi 
Pekerja

Perusahaan memungkinkan 
membawa pekerja lama, maupun 
baru dari dalam dan luar daerah.

Perubahan 
Tata Guna Lahan

Implikasi hadirnya industri juga 
akan memengaruhi kebijakan 
yang mengatur aturan bangunan, 
seperti KLB, KDB, perpajakan.

Infrastruktur & 
Fasilitas

Penggunaan berdasarkan fase (misal 
masa kontrak, housing career, dsb) 
dapat memudahkan operasional 
penyediaan perumahan.

Pemda bisa mendukung melalui 
mekanisme koperasi, subsidi, atau 
penggunaan aset daerah. 

Masa Huni

Peran 
Pemda

Isu Lain

Isu tanah turun, supply bahan 
konstruksi, perubahan pesisir menjadi 
industri, teknologi baru yang memadai.
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KEBUTUHAN JANGKA PANJANG
MENGATUR HUNIAN

Pengaturan kebutuhan jangka panjang berfungsi 
sebagai penyiapan serta mitigasi dampak dari 
aktivitas industri meliputi pengaturan hunian, 
kegiatan, dan pengadaan di fase-fase operasional:

Pra-Operasional Saat Operasional Pasca-Operasional/
Pasca-Industri

● Persiapan dan 
perencanaan

● Jenis rumah tenaga 
kerja yang 
dibutuhkan

● Rencana kegiatan 
ketika industri akan 
berpindah

● Kebutuhan rumah 
berdasarkan tenaga kerja 
yang datang

(1) Dari kota lain untuk 
menurunkan operasional 
industri,

(2) Bergantung dengan UMR yang 
berbeda

(3) Kebutuhan tenaga inti dari kota 
asal industri 
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KEPASTIAN TATA RUANG DALAM  
PERUNTUKAN INDUSTRI

Penggunaan lahan sebagai industri, tidak hanya merubah satu area kawasan yang 
hendak digunakan, tetapi juga kebijakan-kebijakan yang mengikuti. Perlu ada 
penyesuaian dengan keberadaan industri (perubahan guna lahan) agar tetap bisa 
diimplementasikan dengan baik.

KDB - KLB
Perpajakan Hunian 
Sewa (kos-kosan)

Kebijakan yang berpengaruh: 

Land Ownership

Ruang Terbuka HijauDalam hal ini RP3KP berperan penting dalam pencegahan 
lingkungan kumuh.

Guna lahan industri tidak bisa 
menjalankan KDB 10% yang 
sebelumnya bisa diaplikasikan di LSD

Kab. Kendal menarik pajak 10%, 
riskan menyulitkan masyarakat 
(sebagai pemilik)

perkim.id



PEMBIAYAAN

Pemenuhan secara Komunitas: 

Optimalisasi Aset Pemda:

Ownership:

● Penyediaan fasilitas 
bersama

● Implementasi housing 
career dengan kebijakan 
rent to own

● Pembiayaan dengan 
menyesuaikan kondisi 
pekerja (masa jangka 
kontrak, atau alokasi DP 
untuk landed house) 

● Kemudahan peminjaman 
ke bank secara bersama

● Penyediaan sewa dengan aset 
Pemda

● Optimalisasi fungsi koperasi untuk 
pembiayaan

● Pengadaan hunian perlu 
diperhatikan berdasarkan 
kepemilikan lahan agar bisa 
ditetapkan aturan pajak yang tidak 
mengesampingkan masyarakat
(tanah pemda, tanah milik pribadi, dst.)
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ISU LAIN

● Apakah ada teknologi baru yang dapat membantu 
pengadaan perumahan?
(dalam studi kasus terkait, di kawasan industri)

● Perubahan guna lahan mentransformasi pencaharian 
masyarakat (misal dari petani tambah ke buruh 
manufaktur)

● Alih kepemilikan lahan dari milik masyarakat ke pihak 
privat rentan menumbuhkan kerentanan sosial

● Butuh regulasi ketat dari pra hingga pasca-industri.

Teknologi Baru

Pergantian Struktur Pekerjaan Akibat 
Perubahan Guna Lahan 
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ISU LAIN

3. Pasokan Material 
Bangunan  

● Masifnya pembangunan perlu memperhatikan 
hambatan distribusi material untuk menjaga supply 
bahan bangunan

● Pemerintah bisa upayakan peran koperasi (primer, 
sekunder) dan tindak lanjut secara nasional mengenai 
hal ini.

● Kab. Kendal: area tanah pemda turun +1,5 meter dalam 
5 tahun terakhir. 

● Intervensi apa yang tepat untuk menghadapi isu 
periklim seperti adanya penurunan muka tanah? 

Pasokan Material Bangunan

Penurunan Muka Tanah
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